NOMOR 02 SERIC

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG
IZIN USAHA KEPARTWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor
pembangunan yang memiliki aspek-aspek sosial ekonomi
yang dapat menunjang tercapainya pembangunan fisik ma-
terial maupun mental spiritual;

b. bahwa dalam rangka memanfaatkan potensi pariwisata
secara optimal, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan
operasional sehingga setiap usaha kepariwisataan di
Kabupaten Sukabumi dapat bergerak secara tertib;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b
diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan ketentuan Izin
Usaha Kepariwisataan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 8 Agustus
1950);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahup
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3427);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonomi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan
Materi Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk
Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan
Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah

Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah,;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Sukabumi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun
2001 tentang Rencana Strategi Kabupaten Sukabumi Tahun
2001-2010;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun
2002 tentang Penataan Dinas Daerah Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KAB.

SUKABUMI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4

. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang
Ketentuan Surat Izin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.

5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha
dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan
persinggahan wisatawan.



6. lzin adalah Izin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi.
7. Dinas adalah Dinas Kepariwisataan Kabupaten Sukabumi.
8. Wisata minat khusus adalah kegiatan usaha yang peminatnya terbatas

dikalangan tertentu seperti menyelam, menelusuri goa, selancar dap
lain sebagainya.

9. Jasa Impresariat adalah jasa usaha yang menyelenggarakan kegiatan
pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang berupa mendatangkan,
mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, wakty

dan jenis jasa hiburan.
BABII
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN
Pasal 2

Setiap usaha kepariwisataan di Daerah yang bergerak dalam ruang lingkup
usaha perhotelan, rumah makan, pondok wisata, penginapan remaja,
perkemahan, rekreasi hiburan umum, objek wisata, pramu wisata, promosi,
bar, wisata minat khusus, usaha perjalanan, jasa konvensi, perjalanan

insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata serta jasa
informasi pariwisata diwajibkan mendapat izin dari Bupati.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh Izin dimaksud pada Pasal 2 di atas, pengusaha yang

bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui
Dinas.

(2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pe'ngaj‘uan permohonan izin akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Izin berlaku untuk jangka waktu sepanjang kegiatan usaha
kepariwisataan itu berjalan dengan kewajiban melakukan daftar ulang
pada setiap 3 (tiga) tahun.



(2) Kewajiban daftar ulang harus dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum jatuh
tempo.

(3) Dalam hal usaha kepariwisataan menghentikan kegiatan usahanya,
pengusaha yang bersangkutan diwajibkan melaporkan dan
mengembalikan surat Ijinnya kepada Bupati melalui Dinas.

(4) Surat Izin tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam
bentuk apapun.

Pasal 5

(1) Setiap pemegang Izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dan atau menimbulkan dampak negatif terhadap
masyarakat, dapat dikenakan sanksi penutupan perusahaan.

(2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. -

BAB III
PUNGUTAN DAERAH
Pasal 6

(1) Setiap Izin yang dikeluarkan maupun daftar ulang dikenakan retribusi.

(2) Tiap jenis Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah yang
merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar
dimuka.

(4) Untuk setiap kelambatan pembayaran retribusi, wajib bayar dikenakan
denda sebesar 5% (lima persen) per bulan dari jumlah retribusi yang
harus dibayar, dengan ketentuan kelambatan lebih dari 10 (sepuluh)
hari, dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 7

Setiap daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari
ketentuan retribusi yang berlaku.



" BABIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 8

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal inj
adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atay
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai or-
ang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokemen yang dibawa
sebagaimana dimaksud dalam hurufe;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan; dan



k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Dacrah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BABV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud, termasuk pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan
kewajiban daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus
dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 -

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.



Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan mengenai Izip
usaha kepariwisataan vang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah i
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetaliuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi.

DITETAPKAN DI : PALABUHANRATU
PADA TANGGAL : 2 JUNI 2003

Diundangkan di Pala&:anratu
Pada Tanggal : 2 JUNI 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI

Nip. 010 107 898
LEMBARAN DAERAH KAB. SUKBUMI
TAHUN 2003 SERI C
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